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ABSTRAKS!

Merueat Pasal 1 KUH Pidana, tidaklah ada permdanaan pada din orang
yang welakukan sesuatu apabila sesuaw iw belum diatur dalam perundang-
undangan. Permidanaan bukankah sustu pembajasan  bagi  terpidana  vang
melakukan tindak pidana agar Udak  berundak pidana lagi dan menckan
munculnya tindak kejahzian d masyarakal, etapt jupa memjadi  sarana
mermperbaik; din terpidana agar selepas menjalani pidana, dapa menjadi lebib
batk dan bermanfaat di masyarakan

Mengingat setigp pelaku iindak pidana’ yarg akan dijapubu  pidana
diharapkan dapat diperbaiki akhlzknya, schingza = depal keémball menjadi
anggota masyarakal yang berguna, maka sccara kemanusisan dapat diupayakan
penjatuhan pidata yang” adil dan tdak memberatkall erpidana. Seperti haMya
pidana bersyarat yang dipuluskar dengzan nama hukuman pereobaan

Dalam peloksanaan pemidansan besyarat harus dilakukan pefgawasan
yang batk oleh Hakim Pengawas aga peMidanaan yang dijatani dapal memonhi
syaral-syarat yang tetah ditentukan Pengawasan dilakukah berdasarkan Pasal 4
d avat | KUHP dan Pasal 280 avat 4 KUHAP tentang pengawasan ko Passl 2N
tentang Hakim Pengawas dan Pengamat

Selama itni Hakim pengawas dan pengamat dari Penpadian Negen
Semarang  Melakukan  tugas  pengawwasan  dan  pongamatan  sec#ra
berkesinambungan mimmal dua kah dalam s¢tahun. Pengawasan dan pengamatan
dilakukan ke [P Kedungpane Semarang dan LP Wanita Bulu Semarang DI

sampiny it secara khusus Hakim juga melakukan pengawasan da pengamata”



erhadsp mercka yang dipidana bersyaral den berada d luar LP, seperts pada di
lerpidana yang dipidana percobaan.

Pengawasan yang hanya dua kali dalam setshun sangai tidak efekuf
sehingga akan sangal sull mencapal Maksud dari pengawasan da,, permdanaan itu
sendin. Demikian pula dengan pelaksanaan pengawasan terhadap mercka yang
menjalani pidana bersyarat & fuar LP, juga tidak berjalan depgan baik day,
cenderung tidak dilaksanakan,

Pengawasan terhadap pelaksanaan pidana pidafia bersyarat yang selama
mi tidak berjalan secara maksimal pada dasarnya disebabkan oleh banvak hal, d
anliranya adalah; Terbatasnya jumlah Flakim Pengay- asanLebil dipercayakannya
pengawasan ferpidana bersyarat kepadd pars petwas pembantu Hakiv pengawas
yang termyala  dalam. pelaksunpannya ustru dilimpahkan lagl ke apara
pemcrintahan & tingkat Kelurahan: dalam wilayah Kot~ Semarang.Minimrya
anggaran dan sarana prasarana perdukuny Padatnya kegiatan para tlskim dulam
pekerjuan ruttn Darian, yailu melakekan persidangan: Tempat  tnggal terpidana
bersyaral yangjauh atau selama mensalani pidana bersyaral burada & 1empat yang
jauk; Tidak dilaksangka™ya awran balhwa ierpidana bersyaral wajib lapor ke
pihak Kejoksaan, Pengadilan dan BAPAS selama menjalani pilana bersyarat <
fuar LP.

Terhadap hambatan ataw Kendala wrsebtl, PN Semarang sekaran ini
sudah mengupayakan selusi 1erbaiknya. yaitu ; Ditambahtiya jumlah Hakim
Penpawasan; Dilaksanakannya pemgawasan yamg lebth  bak terhadap para

lerpidana bersyarat secara langsung ol Hakim Pengawas bersama para petugas

%




pembantu Hakim pengawas d samping dibantu oleh apacat pemerintahan d
dngkat Kelurahan dalam wilayah Ko Semarang, Digjukannya permohonan
anggaran den sarana prasarand pendukung yang jebth memadal agar bisa
mendukung optimalisasi kegiatan pengawasan. Diupayakatifiya pejuangan wakiu
oleh para Hakim untuk melakukan pengawasan d& tengah kesibukan dan padatnya
kepiatan Hakim Pengawas dalam persidangan: Diajukannya permohopan kepada
pihak-pihak terkait & luar wilayah hukum PN Semarafg ieMpal terpidana
bersyarat tinggal untuk membartu  mengawast terpidana  bersyaral agar pisa
crawasi dalam melaksanakan pldana bersyaratt Diupay2kan pewajban b
terpidana bersyarat umuk japor ke pihak Kejaksaan, Pengadilal dan BApAS
selima menjatani pidana bersvarat & har LB Dizdakannya kegiatan pepdukung
bagi lerpidana Dersyarat- di Pangadilan ata & BAPAS apar bisa selaju terawast
sad menjalani pdana bersyarat. Seperti halnya kegiatan varyg membalu proses
penyadaran ates kesalahan, pemasvarakatan dan upaya memekan munculnya D2y
melakukan tindak pidana kg .

Berdasarkan | kenyataan  tersebut  perlulah  'disampatkan  saran-saran
sebagai berikur Pemidanaan bersyarat perlu dilakukan secara lebih selekuf agar
maksud dan tujuan permidanaan dapat mencapal tjuan dengan <a'a serta dasar
vang balk, bukan atas dasar hasil komersialisasi hukum; Pengawasan terhadap
pelaksanaan pemidanaan bersyarat harus dilakukan secara taik dan benal sesual
dengan dasar, maksud dan tuuannya. i dimaksudkan agar pengawasan terhadap
pelaksanaan pidama befsyarat dilakukan bukan karena  keterpaksaal  atau

dilimpahkan prosesnya, melainkan dilaksanakan dengan Sunggu-sungguh SEgAT



awran dan udak dilimpahkan proses sebagai tanggungjawabnya;Mengingat
bamvak fakior yang menjadi kendala divupudkanaya pengawasan yang baik
terhadap pelaksanaan pidana bersyart, maka updya perbaikan unfuk pelaksanaan
pengawasan das permidanaan bersyarat, kiranya dapat direalisasikan dengan bak
dan penuh tanggungjawab; dan kontrol dari masyarakat dan berbagai pihak terkai
terhadap pengawasan atas pelaksanaan piana bersyarai haras dilingkatkan agar

pengawasan dapat berjalan dengan bark.
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BAB 1

PENDAHULUAN

A Alasan Pemilihan Judul

Akhir-akhir in kita sermg dibert tononan oleh paa aparat hukum
yang tidsk kensckuen dalam mengrapkan dan menegakkan hukum. Sebut sajp
lontonan pmses penanganan perkara pidana, mulai dan saat penangkapan,
pemeriksaan saksi maupun lersangka b tingkai penyidik Kepohsian Negara
Republik Indonesia -(F0l), penahanan, hingga pemeriksaan ditingkat
persidangan df Pengadilan dengan pendakwaan, penuntuian. dan penjaiuhan
nidana yang tidak sesval aturan hukum. Sendaknya Undang-undang Nomor 8
Tahun 1981 tentang Kitah. T)ndang-undang Uukim Aczra Pidana (KUMAP),
Undang-undang Nomor 2. Tehun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik
Indonesia, Undang-undang Nower 5 Tahun 1991 temtang Kejaksaan Republiik
kdonesia dan Undang-undang Nemor 4 Tahun 2004 sebagai penyempurna
Undang-undang Momor 35 Tahun 1999 schagai Penggant Undang-Undang
MNomor 14 Tahun 1970 intang Ketentuan-ketentuzn Pokok Kehakiman.

Terlebih dalam hal penjatuhan pidana bersyarat. kitajupa serng diben
tontonan yang tidak sedap dan cenderung berunsur pelecehan terhadap sendh-
sendi hukum, rasa keadilan dan perlindungan & masyarakat. Tidak jarang
karena pulusan pidana bersyarat wu pula maksud dan wjuan permdanaan
menjadi ndak memiliki artt dan tidsk memben mantaat yang optimal. Belum

tyn dengan adanya pelaksanaan putusan pidana bersyarat vang udak sesua



aturan hulium yang ada dan penga wasannya tidak berjalan sebapgaimana yapg
ditentukan menurut awran hukum, tenta pidana bersyasat yang dijatuhkan
tenty. tidak aken memben manfaat demi tepaknya hukum, kebenaran dan
keadilan.'

Realitas yang demikian akan makan memperburuk keadaan saa pidana
bersyarat yang dijatuhkan termyata dalam pelaksananpnya tidak didukung
dengan sarana prasafana yang memadai dalam bebragai hal sebagaimana
dipersvaratkan oleh hukom. Dalagy hal e Hakim memiliki 1anggungjavvab
unuk menvadar bila sesual dengan kewapbannya, sehaga penegak  hukum
dn keadilan, Hakin scbenamya waph menggali. mengskuti dan memahami
nilai-nilat hukum yang hidup dalam masyarakat baik uniuk dasar penjatuhan
putusan pidand maipun pelaksanaan pidana,

D1 sampmg ite Hiakim juga haws melakukan  pengawasan  da
pengamatan pelaksanaan terhadap purusan piddns, maksudiya batwa Hakim
diuntut  melibaikan dit vowmk e serta melakukan  pendckatan  sccara
langsung agar dapat felihat scjauh mans puwmsan 13akim i dierapka® pada
diri Narapidana dan hasilnya baik @ae buruk. Kalawmeainang baik, entu harus
ada penilaian dan peunjuk lebih Tanjut daei sang haklm aas nama Pengasilal
agar pemidahaan tersebut benar-benar sesuai dengan maksud dan wjuanfya.
Schahknya, bila memang belum sesum aturan, juga harus ada penilaal del

petunjuk agar pemidanaan bisa terlaksana sesuai atwran hukum dan mencapal

' Faris Ba'usyir, Kajian Hukim Atas Berhagal Putssan Peckara Pidans Yang Kostrayersal, Sirr,
Jakans, hal 15
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maksud dan fujuan positifinya.”

Latam hal pdana bersyaral, menurut Yurisprudensi Mahkamgh Agung
Nomor §2 K/Kr/1970 tanggal 17-10-1970 haruslah diingat bila pidana tersebut
hanya dapat dijatuhkan umuk kasus pidana yang voms pidananyz tidak Iebilh
dri 1 (satu) tahun pidana petijara. Kalau kasus besar seperli kasus korupsi
(yang ancaman pidananya maksimat X iahun pidana penjara) dan
terdakwanya kemudian dituntus kurang dar satu 1ahun dap kemudiao divons
dengan pidana percobaan, secara olOMaUs penanganan kasus tersebut hukan
saj horus disebut sangat tidak adil tetapi juga menjsdi fenomena buruk dajam
penegakan hukem dan membuat terpidana bisa sccnaknya karcna morasa (9 a
menang sad divonis pidana borssarat.

Lain halova  dengan pidapa bersyeni  bagl anak-anak, ity
persoalannya | beicda demgan yang dewass. Anak-anak mendapat pidana
bersyarat karena ada pertiMbangan hara pan agar mereka dapat dibimbing olch
orang wanya meupun 'embaga yang berwenang agar blsa mengpdi anak yang
baik dan tdak melakukan tndak i:ejahatan lage. Untuk orang deviasa iidana
bersyarat yang cdiberikan  DiaSafiyd IChihdiscbabkan atas  dasa  atau
pertimbangan adanya  komersialisasi hukum dengan wamna kompensasi
ckonominya. Adajuga yang karena fakior keluarga atau bahkan peitis

Kalau ketentuan hukwin tentang pidana bersyarat adak  mMendapar

perhatian yang benar dan diterapakan secara benar, jangan salahkan kalau

*Harjanio Hadikoespemo, Tantangan Hulum Bagl Apargs Hukum, Grafika MNusantara, Jakarta,
Hal g



kemudian banyak pelaku tindak pidam  Yang dipdana dengan pidana
bersyarat, tidak melaksanakan pidananya secara baik dan benar. Bahkan ada
kesan hal semacam ity sengap diciptakan aas dukungan dan / atau wusiati’
oknumn Hakim dan / aau petugas pelaksana permdanaan i samping atas
inisiatif terpidana dengan kompensasi ekonomi bagi aparal hukumnya

Fatalnya, mereka vang sedang menjalai pidana bersyaral namun tidak
dipidara sesuai ketentuan hukur yang 2, tidek sedikit yang kemucian
mclakukan tindak pidana lag d  sampig Melankan din dan tidak
melaksanakan kewajiban-kewajiban pendukung pidananya. Terlebih daiam
kasus tndak pidana korupst vang | jclasejelas beral ancaman pidananya,
termyata tidak sedikit yang divomis defigan pidana bersyarat oleh aparal pkniam
Hakim

Mereka scpertinya,  Mendapal  peflakuan  istimewa ~ mufai  sa
pemneriksaan awal hingga di persidangan dan dilanjutkan saal Harus menjalani
pidana bersyarar., Kalan ancaman pidana mercka menurut ufdang-undanp ant
korups! mestinya adalal pdana mat! den mudipnidana dia puluh tahun o
samping Marus membayar ganti rugi aas bang yahg dikotupsinya, lenu sangat
nail kalau mereka hatya distuhi pidafa bersyarat Hal yang demikian hanya
dapat 1erjadi karema patu diduga adz konspirast dalam pefManganan prses
hukum kasusnya vyalla erkadang berlanjut pada proses pemidaﬂaan
bersyaratnya. Sampai-sampai mereka wsa berkeliaran menghirup wlara bebas
dan melakukan tindak pidana & tengah statusnya sebagai 1erpidana bersyaral

dan kemudian melankan &,




Tidak terkecuali dalam kasas tindak pidena penganiayaan dan
dilakukan dengan pengerovokan, temyata ada femomena kalau terpidana
dijatubs pidana bersyarat dalam bemtuk pidana percobaan. Pidana percobaan
sebagai bentuk pidana bersyarat vang dijatuhkan kepada mereka yang terbukii
secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana seperti itu jlas
merupakan ancatman bagi kehsdupan hukum dan masyarakar Apalagi kalau
vang dipidana dengan pdana bersyarat tdak mendapat pengawasan yang
benar dalam melaksanakan pidana bersvarat, sehingpa mereka bukan saja akan
dan telah melakukan tndak pidananya lagi. ietapi juga kemudian far.

Memrineat dalem. kenyataanmya  pengawasan techiadap  pelaksanana
pidana bersyarat selaria i kurang dapal berjalan segiar yang diharapkan dleh
hukum, maka wBdakah rengherankan bla datam menjalani pesmidanaan
bamyak erpidana yang Justns lidak nendisaikin manfaat, posiuf  dan
pemidanasn yang digalaninya, Gahkan idak sedikie selelah G mercka jusiru
makin kbih jahal dae sebelum menjalars pelana Meski banyak faktor yang
it terentukan, seseotng Gty kemball berbuar jahay setelsh menjaiany
pidana, ratun kenyataanMyz stanstik kriminologr yae meningkat, khususma,
& wilayah hukurm Pengaditau Neged Senarang akhic-akhir m sedika banyak
fidak lepas dan realtas kurang optimalnya pembinazn erhadap para
Narapidana (Napi} yang menjatani pidana bersyarat, sehingga merekapun
akhimya mudah terebak kembali ke dalam tndak perbuatan melawan hukum,

khusustya hukum pxdana vang muaramya jusiru akan menjadi masajah karena



akan menjadi ancaman sekaligus gangguan terhadap keamanan dan ketertiban
masyarakal {Kamtibmas).

Kalau sudah demikian tentu akan pelaksanaan mdana bersyarat yang
tidak mendapat pengawasan vang bam wcse neiowmekinan akan membawa
masalah hokum serius bagi masvarakat dan terlebib aparat hukumn. b terkat
dengan realitas aparat hukum yang bukan sekedar kaus menjzlankan aturan
hukum (sepertt halya menjathkan pidana bersyarat dan melakukan eksekuosi
putisan pidana bersvarat dan_teigawasimya), lelapi juga bertangpungjawab
das pelaksanaan aturan hefkum tecsebut dan ujuan dan pelaksaniaaonya secara
baik serta benar Semwg. R terkait dengan tangpongjaweb terhadap tugas
pokok dan fungsi il sebagaimana diamanatkan dabien hukum serta nzaksud
dari adanya aparat -hukum Jzlam bidup dan kehiiupan masyarakar, bangsa da®
negara

Kalau  sampai terjadi aparal bukum melakukar tindakan yang
bertentangan desgan hukum dan tidak meiaksanakan kewajibannva sesual
aturzn Pukum, temtu patutlah  dipertanvaban tentang apatah artinya aparai
hukum kalau sudabdemikiaa $81 Realitas vang demikian lenta akan sama
artinya dengan tiadarws aparat bukum vang sccara matematis justru akan
mengurangi bebah masyarakat karena tdak perlu membavar apaial hukum
metalui pajk yang dibayarkannya Sangatiah udak pantas kalaw ada apara
hokiym  ermasuk Halim  vang  mestinva, melakukan  pengawasan  dalam
pelaksanaan pdana bersvarat aistry tidak melaknkan pengawasan dengan baik

sebagaimana diamanatkan oich atwran bukum. Apalagi kalau sampar ada




Hakim yang tidak mengetabm kewajibannya dalam ha pelaksanaan pidanza
bersyarat.

Melalui penelitian tentang pelaksanaan pidana bersyarat im, penulis
bermaksud mencan daa lebth  deiail perhal bapaimana sebenamya
pelaksanaan pengawasan terhadap pelaksanaan pxlana bersyarat, khwsusnya &
witayzh Hukum Pengadilan Negeri Semarang. Dengan penelitian untuk sknipsi
i penulis berharap d masa-masd yang akay datang pelaksanaan pidana
bersvaral dan pengawasan pelaksanaannya dapat berjalan sesus aturan dan
memberi manfaat sesuai yangdsharapkan berkaftan dergan arti pemidanaan

Berdasarkan kenyataan terscbut d aas, maka penulis berkemnginan
menyusun suau karyzn ilmiah berbentuk skrips) yang berjudy! Tinjauan
Yuridis Atas Pengawasan Terhadap Pelaksansan Pidana Bersyarut &

Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Semarang.

B Rumusan Masalsh
Rumusan masalah d dabm penelitian 1m adalah sebaga benkut :
|. Bagaimanakah pelaksanaan penpawasan terbadap pelaksanaall pulana
bersyarat d wilayah bukum Pengaditan Negeri Semarang?
2 Bagaimana <dengan  hambatan atau  kendala yang muncul  dalam
pclaksanaan pehgawasan terhadap pelaksanaan pidana  bersvarat di
wilayah bukum  Pengaddan Negent Semarang dan  bagaimanakah

solusinya?




., Tujuan Penelitian
Tujuan penelitian i pada dasamya adalah sebaga berikut :

{ Untuk mengretahui tenmang proses pelaksarnaan pengawasan terhadap
pelaksanaan pidana bersyarat d wilayah hukum [Pengaditan Negei
Semarang.

2 Untuk mengetahui tentang hambatan atau kendala yang muncul dalam
pclaksanaan pengawasan terhadap pelaksanaan pidana bersyaral di

wilayah hukam Pengadilan Negen Semarang dJau solussiya

B, Maofaat Penclitian
Manfizat dilaksanakannya penchitian ini adalah .

1. Dapat diperolchmva ¢aa yane valid puna dijadikam gbahan penyusynan
skripsi dalam rangka memenuhi persyaraian tuges akhie pada Fakultas
Hukum Universitas lslam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.

2 Dapat bertambahmya Wawasan pada din penulis berkaitan dengan obyek
yang diteliti dan dapat dimunculkannya konstribus) pemikiran bagl iimu
liskum yang berkaiian dengan polaksanaam pengawasan  pelaksanaan
pidana bersvarat selingga d masa vang akan datang pelaksanaan pidana
bersyarat dan pengawasan pelaksanaapnya dapat berjalan sesum aturan

dan bermantaat sesual dengan artt pemidanaan yang baik serta benal




E Metode Penelitian
Metode penelitian dalam sknipsi an adalah sebagal berikul :
. Vetode Pendekatan
Metode vang ahan digunakan dalam pengiitian i adalah urdis
Sosiotogis. Digunakannya pendekatan i karena permasalahan yang akan
dihahas berkaitan erd dergan realitas polaksanaan pengs wasan ©Thadap
pelaksanaan pemidanaan bersyarat dalam prakek. Sesuai dengan bidang
yang dikaji, maka peneltian i menggunakan pendekatan  secara
Sosiologis, yaitu  mencoba menclisu  sedara mendaam  peaksanaan
pemidanaan bersvara & wilayah bikum Pengadilan Negen Semara €
2. Popuissi dan Pengambilan Sampcl
Populasi . memypakan kesciuruhan unsur-unswr yeng ada dan
memiliki Kesamaan. Penentuan spesifikas) populas) dalam suaw penelitian
mutlak dilakukan dengan temsah dmn sisiematik. Sedanghan sampel adalah
bahwa pads umumiva penehtian ®rhadap popuiasi = dilakukan dengan
observasi atau pengukuran krhadap scbagman dam kescluruhan, bagan
vang dipefgunakan bagy wman penclitian popuasi slay aspek-aspekilya
inil sh yang disebut sampel.’
Dengan berbagai keterbatasan vang ada, maka dharapkan ada
beberapa kasus pidana bersyarat dan beberapa orang Hakim d Peitgadilan
Negeri SeMarang serta didukung paa piak terkait ceperti petipacs |P,

petugas BAPAS seria praktis hukum vang ada d Kota Semarang.

' Anton davan, Metode Pepelitian Sosial, hal 111




Sampel penelitian chiambil secara purposive, karena penclitian
kualitatif leph mengarah pada proses dan produk dan biasanya membatas
pada suatu kasus. sampel *

Purposive samphng atau penarikan sampel bertujuan dil2kukan

. s
dengan cara mengambil subyek berdasarkan pada twjual erientu. sampel

3 Sumbér Data
Dalam penclitian ini, daia yang dapat digunakan adalah data
wnang prakick pengawasen pelaksanaan pidana bersvaral d wilayah
hukum Pengadilan Nepen  Semarang. Data tersebut didukung dengan
pendupat Jari par pihak yany terkaki d semping dda fertolis. schagal daa

sekunder dari Pengadilen Negeri Semarang can BAPAS Semarsng,

4. Metode Pengum pulan Data
Dalam penelitian a_daa yang diharapkan.dapai diperoleh dengan
cara
a. Penclian Kepustakaan, (f#rury Research), adalah suatu penclipan
vang dilakukan dergan membaca hiteratur-iteratur yang ada kaitannyva
dengan permasalahan. Lieratur merupakan bahan referenst untuk
menunjang keberhasiian penelivan.
h Penclittan Lapangan (#weld Research). adalab cara mempcroleh daa
dengan Mengadakan wawancara alag tanya jawab dengan berbagal

pihak vang berkatan dengan pemeliian im. Wawancara adalah cara

* Noeng Muhadjir, Metode Penclitap Kualitagf, hal 48
! Ronny H. Soemitro. Metodologi Penelitan. Ghalia b dosesia, kkaria, 1984, hal 15
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untuk memperoleh nf ormasi denpan bertanya  langsung pada yang
diwawancaral.ﬁ
Untuk ini penclivian dilakukan deMgan :
1) Obsenasi, yaitu melakukan pengamatan iangsting pada obyek
yang bersangkutan
%) Inerview, yaitu melakukan wawancara lapisung kepada para

pibak  terkait  dengan substansi  permasalahan,  yatu 504l

peluksanaan pengawasan yerhadap pelaksanaan pidana bersyara, d

wilayah hukum Pengadilan Negeri Semarang.

Di samping svawancarn juga  digunakan alat pengumpul  data
dengan pengmnatan (observasi) Pengamatan yang digunakan adalah
purticpation -ofservgnon  (pengamiatan  idak terlitsat), | Pepgamalan
setidak-tidaknya meliputi elem & wmama, varty:

a  Lokasi / tempal it berlanpsung.
b Manusiz pelaku’/ aktor yanp menduduki stas / posisi tertentu dan
memainkan peranan tereniy daP kainginan atau akiivitas paa pelaku

lokasi lempat betangsungnya suatu situwasi sosial.z

Lokasi Peneliliun
Penelitian  ni  akan mengambil obyek tentang pelaksanaan
penpawasan terliadap pelaksanaan pemidanaan bersyarat dan berlokasi o

wilayah hukum Penpadilan Negeri Scmarang. Pemilihim lokast diwilayah

Romny H. Seemizo, lhid hal 57
" Sanipah Fasal, Metode Peneltian Sogil, Lisaha Nasional, Surabaya, hd 77




hukuen ini berdasarkan pada perimbangan babwa penulis d wilayah
hukum Pengadilan Negeri Semarang dan pelaksanaan pengawasan
pelaksanaan pdana bersyarat memang harus diteliti mengingat bany aknya
mereka yang setelah dipidana temyata justru kembab bertindak melawan
hukum, kfwmsusnya hukum pidana dan jupa pengawasan pelaksanaan

pidana bersvarat sencie1 sebelum beralan secaa optimal.

. Analisa Diy

Dalam penelitian 13 proses analisa kegiatanaya difakukan secara
bersama-sama  defigap pelaksanaan  pengumpulan. data  Penelitan ini
merupakati peneliian yany pengawas atau piezk Kelurahan, Kecamatan
ds#h masvarakal {ietangga kanan b maspun saudara yamp berada di
sekitar tempat tingpal ierpidana bersyaral). Hara agdvokar atau pefgacara d
Kota Semarans sendini banyak vang menvesalkanm ndak berjalannya
pefigawasan,  pefaksanaan pidana  bersyarat olek  prhak-pihak  yang
berwenang, vang kemud.an ikus memberi andil baei buruknya proses
pemidanaan dan maraknya tisdak kejahatan & masyarakat

Analisa dilakukan berdasarkan perangkaian daa hasl penelitian
yang kemudian diolah unmek dijadikan svam laporan yang kemudian
dtanalisa dengan mendasarkan para aturan, fakta dan harapen yang ada
sesuai dengan obyek. penelitian. Penganalisaan data i dilaporkan dalam

bentuk pembahasan hast penclitian
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F Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah memahami skripsi i dipergunakan siste;patika

penuhsan sebagai berikut |

Bab

Bab

Bab

It

Pendahuluan, berisi alasan pemilihan judul, perumusan
masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode
penglitian, sistematika penulisan skripst

Tinjmuan Pustaka berist pengernan hukum midana,  hukum
pidana  bersyaral, pengawasan pelaksanaan  pPemidanaan
Bersyarat .

Berisi hasil penelitian dan pembahasan inengenat wilayah
Hukuen Pengadilan Negerl somarang.  pengrawasan terhadap
pelaksanaan pidana bersvarat di wilayah Huku™ Pengadilan
Nepert semalangHambatan atau Kendala yany muncul dan
solusinya, anahsis terbadap hastl penelitian.

Perutup berwsi kesimpulen <Bn saran-$aran  yang  memuat
serua kesimpulan akhir dart keseluruban hasil penelitian yang

dikajr befdasakan weort yang teigh dikemukakan sebelumoya.
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BAB 1l

TINJAUAN PUSTAKA

A Pengertian Hukum Pidana

Negara Republk Indonesia berdasarkan Undang-undang Dasar 1945
disebutkan sebagai negara hukum (rechtstaat), yang berarti segala pola pikir,
sikap dan perilaku kehidupan masyarakar dan pemerintahan bangsa dan nefara
Indontesia harus selaly berdasarkan hukum: Konsekuenst kaitannyapun jelas,
kedudukan masyarakat dengan pemarntah adalahi sama di depan hukum
Konsep ieal negara huiami tersebut sclama ani harus diakui ndaklah dapar
berjalan sesuai barapan mengingat kompkliva persoalan negara hukum
Terlebth vang beskatian dengan hukwm pidana babyak aturan hukum yahg
tidak dihormati Karena tdak dijalankan dengan batk di masyarakat. Termasuk
oleh kalangan aparathukum sendir
a Pengertian Hukum Pslana

Hukum pidanz adalah’ suan Fadah hukum yang mebgatur tentang
penderitaan yang disengaje dibebankan lepada orang melakukan perbuatan
vahg memenuh syaral-syarat tertentu.”

Hukum pidana dapat dibagi menjadi hukum pdana materil (hukuin
pidana substantif) dan hukum pidana formil (hukwm acara pidana) Hukum

pidana materil yang lazim disebut hukum pidana sam mengatur perbuatan

* Fananto Hadilpesoemo, Tanangan Hulum Ban Apaca) Hukym, Grafka Nusantars, Jskanz.
200, hal 2

¥ hulaci dan Barda Naswaws Aif Pidana dan Pewidanaap, Alummi, Bandung, hal 2.
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yang dapat dipidana. Syarat-syarat penjatuhan pidana dan sanksi pidana
sedangkan tujuan dari hukum pidana adalah memelihara ketertiban umum
demi kepentingan umum.

Kalau sudah demikian tentu harapan kita terhadap hukum, lembaga
hukum dan segala piranti hukum akan menjadi tinggal harapan karena tidak
dapat terwujud secara baik dan benar. Padahal sebagaimana kita ketahui
bersama. hukum sebagai suatu sarana pengatur kehidupan sebagai upaya
mendukung keamanan, ketertiban serta kesejahteraan dalam hidup. Untuk itu,
pandangan dan sikap dasarnya adalah sentral, vaitu yang benar akan
dinyatakan oleh hukum adalah benar, yang salah adalah salah dengan nuansa
keadilan dan penghormatan terhadap HAM. Dari sana orang bertitik tolak,
kesana orang mengacu, scjauh yang menyangkut pandangan dan sikap.
persoalannya jelas. Padahal, sebagaimana kita sadari bersama, hukum adalah
sarana yang harus menghormati manusia dengan hak-haknya serta
berdimensikan = wertikel-horisontal.  Sehingga kebenaran dan  keadilan
berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa yang dican serta diperjuangkan
perealisasiannya. '’

Atas dasar itulah tidak berlebihan kiranya bila prinsip hukum dijadikan
sarana berpijak dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di
Indonesia dengan realitas konsep negara hukum. Bukan negara kekuasaan

yang mengutamakan kekuasaan untuk mengatur hidup dan kehidupannya."’

' Sumanjaya, Hukum dan Persoalan Hukum Modern, Juanda, Bandung, 1999, hal. 68.

"' Faris Ba'asyir, Kajian Hukum atas Berbagai Putusan Perkara Pidana yang Koniraversial, Sebuah
Catatan, Sinar, Jakarta, hal 102
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Semua aturan hukum yang ada tersebut harus ditegakkan karena antara
hukum vang satu dengan yang lain dalam suatu penanganan perkara haruslah
dikaitkan agar sah menurut hukum. Demikian pula dengan pengokohan peran
lembaga-lembaga hukum dan piranti hukum, juga mutlak harus selalu
dikedepankan. Secara lebih jauh dari itu, masalah pokok penegakan hukum
sebenarnva terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya, Faktor-faktor
tersebut meliputi :

1. Faktor hukum itu sendiri (dalam hal ini Undang-undang)

2. Faktor penegak hukum, vaitu pihak vang memebntuk atau menerapkan
hukum.

3. Faktor sarana atau fasilitas vang mendukung

4, Faktor masyarakat, tempat hukum diterapkan.

5. Faktor kebudayaan, sebagai hasil karya, cipta dan rasa vang didasarkan
pada karsa manusia.

Secara sosiologis, peran aparat hukum sebagai bagian integral dan
penegakan hukum kedudukan (status) dan peran (rofe) nya sangat besar.
struktur kemasvarakatan, vang mungkin tinggi, sedang-sedang saja atau
rendah. Kedudukan tersebut sebenamya merupakan wadah, yang isinya adalah
hak-hak dan kewajiban-kewajiban tertentu, sesuatu yang disebut peranan atau

role. '

* Harjanto Hadikoesoemo, Tantangan Hukum Bagi Aparat Hukum, Grafika Nusantara, Jakarta,
2001, hal. 26.
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Seorang penegak hukum, sebagaimana halnya warga masyarakat,
lazimnya mempunyai beberapa kedudukan dan peranan sekaligus. Dengan
demikian tidak mustahil antara berbagai kedudukan dan peranan akan
menimbulkan konflik (status conflict dan conflict of role). Kemungkinan lain
vang terjadi masalah kesenjangan peranan antara peranan yang seharusnya,
dengan peranan vang sebenarnya dilakukan. Hal itulah vang sering membuat
lembaga hukum menjadi tidak dapat berfungsi secara optimal.

Ketertiban sosial merupakan tujuan hukum vang bersisi paksaan secara
fisik (sanksi) sebagai faktor utamanya Namun dalam perspektif sosiologis,
hukum sebenarnya bukan semata-mata pedoman untuk bertindak, sekaligus
sebagai proses sosial, Hukum terdint dani befaviours, siwation, dan condition
untuk membuat, melakukan interpretasi. dan mencrapkan aturan-aturan hukum
yang ada. 2

Pengertian pidana pada hakekatnya tidak dapat terlepas dari apa yang
sering dipertanyakan oleh orang bai;lyak yaitu hukum. Sedang definisi hukum
sapai saat ini belum ada seorang ahli hukum yang dapat merumuskan dengan
tepat. Karena hukum timbul disebabkan manusia hidup bersama dan hanya
dapat hidup dengan bersama.

Di samping itu pengertian hukum yang ada sampai saat ini berlainan,
karena sudut tinjauan atau pandangan para ahli juga berbeda. Adapun hukum

itu adanya tidak dapat terlepas dari mulai adanya manusia. Hukum

"* Tumar Simamora, Hukum Dalam Perspektif Sosial Kemasyarakatan, Medan Teladan, 1995, hal
36




mempunyai cir tetap yaitu merupakan peraturan-peraturan yang abstrak dan
suatu proses sosial untuk mengadakan tertib hukum serta mengatur
kepentingan-kepentingan ~ manusia sekaligus memiliki  sanksi  bagi
pelanggarya. Adapun sanksi itu sendiri dalam hukum pidana disebut sebagai
sanksi pidana.

Jika Negara menangkap seorang pelanggar hukum dan menjatuhkan
pidana penjara, berarti mengambil warga negara untuk di rampas
kemerdekaannya, tetapi negara menjamin selama menjalani pidana dengan
dilindungi hak-haknya dan dapat kembali menjadi warga masyarakat yang
berguna. Terpidana matenil dijatuhi pidana penjara tetapi secara formil pidana
tersebut tidak dijalani di dalam tembok penjara, karena penjara bukan satu-
satunya tempat untuk melakukan perenungan dan keinsyafan untuk kembali
menjadi warga masvarakai yang berguna. Bentuk pidana tersebut biasanya
disebut bersyarat yang merupakan unsur-unsur baru yang masuk dalam KUHP
(Kitab Undang-undang Hukum Pidana) disebabkan pengaruh berkembangnya
kriminologi yang diakibatkan karena perkembangan sosiologi."

Kedua jenis pemidanaan tersebut memberikan suatu kemungkinan bagi
terpidana untuk melakukan perenungan dengan tenang terhadap kejahatan
yang telah dilakukannya, baik dan buruknya bagi masyarakat, keluarga dan

dirinya sendiri, guna untuk membawa kepada keinsyafan dan ketaubatan.

¥ Harjanto Hadikoesoemo, Tantangan Hukum Bagi Aparat Hukum, Grafika Nusantara, Jakarta,
2001, hal. 52.
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Oleh karena itu negara mengadakan sarananya untuk mengatur,
menjaga, memelihara negara vaitu dengan adanya hukum atau norma yang
tertuang dalam suatu peraturan perundangan yang didalamnya mengandung
sanksi pidana.

Maksud pemidanaan menurut R A KOFESNOFN adalah sebagai
herikut * “Salah satu usaha pemberantasan kejahatan ialah mengenakan pada
tiap pembuat — kejahatan suatu pidana, yang pada mulanya untuk membuat
penjahat menjadi jera dan menakuti warga lainnya agar tidak turut berbuat
kejahatan juga membuat peniahat vang hersanokutan menjadi warga vang baik
dan patuh terhadap perafuran.

b. Tujuan Pemidanaan

Pemidanaan bertujuan untuk :

- Mencegah dilakukanuya tindak pidana dengan menegakkan norma
hukum demi pengayoman masyarakat,

- Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga
menjadikannya orang vang baik dan berguna,

- Menyelesaikan konflik vang ditimhulkan oleh tindak pidana
memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam
masyarakat,

- Membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

c¢. Teori-teori Pemidanaan
Bila kita tinjau dari tujuan pidana maka kita mengenal beberapa teori,

karena tujuan pidana selalu berkembang sesuai dengan perkembangan jaman,




situasi dan kondisi masyarakatnya. Teori-teori tersebut dari masa ke masa
akan mengalami perkembangan sesuai dengan perkembangan ilmu
pengetahuan sosial budaya manusia. Teori-teorinya antara lain

I. Teori pembalasan, pidana bertujuan uniuk membalas kejahatan sesuai

dengan yang telah dilakukan.

(B ]

Teori tujuan / prevensi, bertujuan untuk menjamin tertib hukum dan tertib

masyarakat, memulihkan kembali kerugian yang ditimbulkan, mencegah

kejahatan dan memperbaiki penjahat itu sendiri.

3. Teori gabungan, bertujuan untuk pembalasan dan mempertahankan
ketertiban masyarakat.

Di samping itu juga dikenal teori pemasyarakatan, yang bertujuan
tidak hanya merupakan nestapa saja tetapi juga melindungi masyarakat
termasuk diri si penjahat. Sckarang ini yang masih berlaku adalah pidana yang
bertujuan pemasyarakatan, tetapi jenis pidananya kita masih memakai pidana
penjara, yang walaupun jenis pelaksanaannya dijalani di suatu lembaga yang
dikenal dengan nama Lembaga Pemasyarakatan (LP/Lapas).

Untuk pidana itu sendiri hakekatnya adalah pidana yang dijaluhkan
untuk seumur hidup dan atau sementara waktu tertentu. penentuan pidananya
didasarkan pada rumusan deliknya. Pidana sementara waktu- minimal satu
hari dan maksimal 15 tahun atau 20 tahun, bila terjadi perbarengan,

pengulangan dan pembuatan pidana vang dilakukan dengan membawa serta

'* Tjitro Harjono, Pembangunan Hukum dan Pembangunan Masyarakat. Kharisma llmu,
Yogyakarta, 1999, Hal 9.

20



jabatannya atau menggunakan bendera kebangsaan. Perbuatan pidana dengan
menggunakan bendera kebangsaan, misalnya seseorang di muka umum secara
nyata-nyata sadar menginjak-injak bendera kebangsaan tersebut atau suatu

perbuatan pidana yang ditafsirkan ke arah itu.

. Pidana Bersyarat

Di samping pidana penjara kita mengenal juga pidana kurungan
sechubungan dengan seseorang yang dijatuhi pidana bersyarat. Pidana bersyarat
dikenakna oleh hakim kepada terpidana yang memperoleh pidana penjara
paling lama satu tahun atau kurungan tidak (ermasuk kurungan pengganti,
yang mana pidana itu tidak perlu dijalankan asal memenuhi syarat umum dan
khusus. Syarat umum maksudnya bahwa selama tempo percobaan terpidana
tidak boleh melakukan suatu perbuatan pidana, sedang syarat khusus ialah
kelakuannya selama percobaan menunjukkan baik. Oleh Karena itu “guna
pelaksanaan syarat-syarat tersebut pengawasannya diserahkan kepada
kejaksaan.”'®

Di dalam hal ini pegwai kejaksaan mendelegasikan kepada Balai
bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak (BAPAS) untuk
melakukan pengawasan. Untuk itu pegawai BAPAS akan meminta bantuan
kepada pegawai polisi dan pamong kepala desa di daerah tempat tinggal

terpidana agar ikut membantu menjalankan pengawasan itu.

' Tumar Simamora, Hukum Dalam Perspektif Sosial Kemasyarakatan, Medan Teladan, 1995, hal.
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Pidana bersyarat merupakan pidana yang bersifat memperbaiki akhlak
seorang terpidana untuk kembali ke masyarakat lagi. Ini terlihat dengan
adanya syarat umum dan Khusus yang dibebankan kepada terpidana agar
ditaati dengan mendapat pengawasan dari pihak yang telah diberi tugas
menurut peraturan. Meskipun syarat-syasai khusus itu kadang-kadang sangat
berat dirasakan oleh terpidana, karena ia harus berbuat seperti apa yang telah
ditentukan dalam syarat-syarat tersebut. Hal mana dapat diibaratkan sama
dengan orang vang sedang menjalani puasa, karena disini akan banyak godaan
untuk melakukan perbuatan sebagaimana ditentukan dalam syarat umum dan
Khusus."”

Syarat-syarat tersebut mempunyai sifat positif dan negatif. Bersifat
positif yaitu bahwa terpidana dalam masa percobaan iiu dapat bekerja untuk
memenuhi kebutuhai sendini dan keluasganya, berkumpul dengan heluarga
dengan merenungkan semua akibat dari perbuatan pidananya schingga sadar
untuk hidup secara hati-hati dan bertawagal kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Sifat negatif yaitu bahwa terpidana berpendapat seakan-akan ia dalam
keadaan bebas dapat berbuat semau-maunya sendirt atau dapat juga terkena
syaral-syarat itu. Dengan demikian pidana bersyarat boleh dianggap sebagai
reaksi terhadap pidana penjara dalam pengertian masuk penjara, karena orang
tersebut tidak menjalani di Lembaga Pemasyarakatan.

Di samping itu untuk membenarkan pendapat bahwa “penjara bukan

suatu tempat vang berguna bagi orang muda, orang yang bertabiat tidak jahat,

1" Achmad Gynadi, Pemidanaan Sebagai Pembalasan. Nada Grafika, Surabaya, 2000, hal. 54



atau mereka yang melakukan perbuatan pidana karena kesukaran
penghidupannya”, sehingga wajarlah bila mereka itu memperoleh pidana
bersyarat karena dengan adanya syarat terscbut diharapkan mereka dapat
merubah dirinya untuk atau bersikap hati-hati dalam hidupnya.

Untuk itu perlu pengawasan lebih lanjut dari pelaksanaannya guna
mendapat informasi sampai sejauh mana putusan pidana tersebut dilaksanakan
sebagaimana mestinya. Pengawasan mana dilakukan oleh pegawai reklasering
bersama-sama dengan BAPAS dengan memberikan pendidikan kedisiplinan
dan keahlian pekerjaan tangan untuk bekal hidupnya.

Di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana. pidana bersayrat
terdapat dalam pasal-pasalnya mulai dari pasal 14 huruf a sampai £ dalam hal
ini Hakim dapat menjatubkan sesuatu pidana atas seseorang yang sccara nyata
bersalah, tetapi tidak perlu dijalam, asal memenuhi syarat-syarat tertentu.
karena pidana bersyarat ini merupakan pidana penjara yang tidak melebihi
jangka waktu satu (1) tahun atau pidana kurungan, tetapi pidana itu tidak
dijalani di dalam suatu Lembaga Pemasyarakatan asal dapat memenuhi syarat-
syarat yang diadakan oleh Hakim dalam putusannya.

Hakim dalam menjatuhkan pidana ini harus atas dasar pemeriksaan
vang teliti baik melalui berkas perkaranya maupun diri terpidana, diperoleh
suatu kevakinan serta dapat diadakan pengawasan cukup terhadap
terlaksananya syarat umum, yaitu bahwa si terpidana tidak akan melakukan

kejahatan dalam masa tertentu, dan syarat khusus bila terlaksananya syarat



umum, yaitu bahwa si terpidana tidak akan melakukan kejahatan dalam masa
tertentu. dan syarat khusus bila terhadapnya diberikan syarat khusus.

Kecuali bila kemudian ada suatu putusan dengan alasan, si terpidana
nyata telah melakukan sesuatu kejahatan dalam masa percobaan atau sl
teridana tidak memenuhi dalam masa percobaan itu suatu syarat khusus yang
telah ditentukan dalam putusan semula (pasal 14 a ayat 1, 4). Syarat yang
bersifat umum adalah bahwa terpidana dalam masa percobaan tidak akan
melakukan sesuatu kejahatan,

Syarat khusus, menurut pasal 14 ¢ bahwa terpidana mengganti
kerugian vyang dialami scseorang sebagai akibat perbuatannya itu atau
sebagian dari pada kerugian itu dalam wakiu tertentu yang tidak melebihi
jangka waktu masa percobaan. Di samping itu dapat pula diadakan syarat-
syarat khusus mengenai kelahuan lertentu daui ierpidana, yang hatus ditaai
sebelum masa percobaan berakliir.

Syarat-syarat mengenai kelakuan ini dapat diperintahkan, hanya
apabila pidananya melebihi tiga (3) bulan penjara atau bila pidananya
disebabkan pelanggaran-pelanggaran terhadap pasal 492, 504, 505, 506, 536
Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Syarat-syarat mengenai
kelakuan terpidana dibatasi asal tidak mengurangi kebebasan beragama atau
kebebasan berpolitik si terpidana.

Uralam hal akan menjatuhkan pidana bersyarat, Hakim harus merasa
yakin bahwa atas scorang terpidana dapat dilakukan pengawasan yang baik

agar dapat memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan. Pengawasan mana
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dilaksanakan oleh pegawai yang melaksanakan putusan kelak andaikan
dikeluarkan perintah oleh Hakim untuk melaksanakannya (pasal 14 d ayat 1).

Bagi seorang terpidana dalam masa percobaan dapat dianggap dalam
keadaan serba sulit, tertekan jiwanya. Karena atas dirinya masih terancam
bahaya penahanan dan masuk dalam Lembaga Pemasyarakatan, apabila ia
tidak berlaku dan bersikap hati-hati dan menjauhi segala sesuatu hal yang
dapat membawanya ke arah perbuatan yang salah.

Oleh karena itu ia perlu bantuan bimbingan dalam memenuhi syarat
umum dan syarat khusus tadi. Hakim menurut pasal 14 d ayat 3 dapat
memerintahkan dalam putusannya, supaya kepada terpidana diberikan bantuan
dan nasehat yang seperlunya. Adapun sekarang ini yang menjalankan tugas
bantuan dan maschat selama pengawasan berlangsung adalah Badan
Reklassering bersama-sama dengan BAPAS.

Keyakinan Hakim sebagai dasar putusan ini, tidak merupakan
keyakinan menurut perasaan hakimnya, tetapi kevakinan yang berdasarkan
disiplin ilmu. Oleh karena itu Hakim memerlukan bantuan ahli lain seperti
psikiater, psikolog, penelitian kemasyarakatan (Penmas) dari daerah tempat
tinggal terdakwa yang dilakukan BAPAS dan alat-alat bukti menurut undang-
undang. Masalah alasan pemidanaan bersyarat untuk masing-masing kasus
mempunyai alasan-alasan tersendiri, sesuai dengan kasusnya, latar belakang si
pelaku, situasi dan kondisi pelaku kejahatan, pertimbangan masa depan

dirinya dan keluarga si pelaku kejahatan.
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Adapun yang menjadi titik perhatian (fokusnya) adalah terpidana yang
berdasarkan  keyakinan Hakim. dapat diperbaiki akhlaknya dan
pengawasannya menghasilkan hasil yang memuaskan. Dalam pengertian
bahwa terpidana dapat betul-betul insyaf dan kembali menjadi anggota
masyarakat yang berguna.

Alasan yang pokok adalah bahwa terdakwa sudah merasa takut dan
penyesalan yang mendalam pada waktu pemeriksaan dalam sidang dan baru
pertama kali melakukan kejahatan. Di samping itu juga merupakan usaha
terhindarnya terdakwa melakukan kejahatan lagi apabila ia keluar dari penjara,
karena kemungkinan bergaul dengan narapidana-narapidana yang sering
keluar masuk lembaga pemasyarakatan.

Dengan demikian pidana bersyarat tepal dijatuhkan kepada “orang
muda, orang vang bertabiat tidak jahat, orang yang dalam keadaan sukar
mencari nafkah. Karena penjara bukan suatu tempat yang berguna bagi orang-
orang tersebut.” Pada waktu sekarang ini alasan pemidanaan bersyarat sudah
mengalami perkembangan, hal ini dijumpai oleh penyusun dimana telah
dilakukan penelitian bahwa yang dikenai pidana bersyarat ada juga orang
dewasa yang mempunyai latar belakang sendiri-sendiri, seperti pedagang,
mahasiswa, pegawai negeri, dll.

Undang-undang Kekuasaan Kehakiman menegaskan bila sesudah
putusan pengadilan memperoleh kekuatan tetap, hakim wajib mengawasi
kesempurnaan dari pelaksanaan putusan itu. Untuk melaksanakan wewenang

pengawasan tersebut, hakim berwenang untuk memasuki segala tempat yang
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digunakan untuk melaksanakan putusan pengadilan. Bila pasal tersebut
ditafsirkan secara luas maka berarti hakim berwenang untuk memasuki
tempat-tempat dimana suatu putusan pidana sedang dilaksanakan. &

Keadaan ini akan menambah pengetahuan Hakim sebagai lembaga
yudikatif, yang menurut penjelasan pasal 24 dan 25 UUD ’45 merupakan
lembaga yang merdeka atau terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah.
Seperti telah diketahui bahwa pejabat pelaksanaan putusan pidana adalah
Jaksa, yang juga berfungsi sebagai penuntut umum. Apabila hakim pengawas
bebas memasuki tempat dijalankannya putusan pidana, maka kemungkinannya
akan mempengaruhi dan mendapat ~pengaruh dari - instansi tempat

dilangsungkannya pelaksanaan pidana.

C. Pengawasan Pelaksanaan Pemidanaan Bersyarat

Dengan keluarnya Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 soal
pengawasan Hakim Pengawas dan Pengamat Pelaksanaan Pidana dipertegas.
Yang mana kedudukan hakim adalah sebagai pengawas dan pengamat
pelaksanaan pidana perampasan kemerdekaan (pasal 277 — ayat satu). Hal ini
harus diawasi dan diamati, karena pada putusan pengadilan pidana
perampasan kemerdekaan seseorang ada kemungkinan diperlakukan secara
tidak manusiawi baik dari petugasnya maupun narapidana lama yang tingkat

kejahatannya lebih mahir dalam teknik-teknik melakukan kejahatan yang

'* kusmiyati Hardjito, Pidana Bersyarat sebagai Penyadara Masyarakat, hal. 30
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akhlaknya sudah rusak sehingga sulit untuk diperbaiki yang berakibat tidak
ada gunanya pemberian pidana tersebut bagi diri si terpidana.

Hakim pengawas dan pengamat dalam menjalankan tugasnya sebagal
pengawas dan pengamal disini berarti wenang untuk menanyai, menegus.
kepada pejabat yang berdasarkan peraturan perundang-undangan bertugas
sebagai pelaksana pidana atau pengawas dilaksanakannya putusan pidana,
tentang apakah suatu putusan pengadilan (pidana) yang telah mempunyai
kekuatan pasti telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ada o

Termasuk pula di sini melihat sendiri atau mendatangi tempat
dijalankannya pidana. ~agar dapat diketahui  cara-cara pelaksanaan dan
pembinaan yang diterapkan, tempat tinggalnya, makannya, kesehatannya, dll.
Bahkan wewenang tersebut meluas sejak terdakwa dalam pemeriksaan sidang
sudah mendapat pengawasan khusus di bidang masa penahanannya.

Wewenang hakim dalam masalah ini, selain mengawasi dan
mengamati pelaksanaan pidana yang dilaksanakan oleh Jaksa, Jjuga
menyangkut pembinaannya dalam suatu lembaga. Yang diawasi dan diamati
oleh hakim, selain keadaan narapidananya juga para petugas dari lembaga
yang bertugas sebagai pengawas dan pembina narapidana.

Dengan adanya pengawasan dan pengamatan itu diharapkan agar
penjatuhan pidana tersebut dapat benar-benar diterapkan kepada diri
narapidana, sehingga ia melakukan perenungan penyesalan dan berniat untuk

kembali menjadi warga masyarakat yang baik seperti sebelum ia menjadi

'* Achmad Gunadi, Opcit, hal. 66.
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narapidana. Dalam melakukan perenungan itu di isi dengan berbagai kegiatan
kerja dan bimbingan mental spiritual yang sangat membantu memulihkan
aklaknya menjadi baik. Kegiatan-kegiatan yang dijalankan dalam menunjang
terlaksananya sasaran membimbing ke arah manusia-manusia yang berguna
bagi nusa dan bangsa itu juga tidak lepas dari pengawasan dan pengamatan
Hakim.

Dalam hal menjalankan wewenang tersebut, sebagai orang Indonesia
yang berasaskan Pancasila, kita mengenalkan akan Tuhan sehingga kita
bersama hidup mengenal istilah “tepo seliro” (bahasa jawa), maka jangan
sampai wewenang sebagai pengawas ini diperluas = artinya yang
mengakibatkan hakim mengepalai Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Kalapas
atau Kepala e

Oleh karena itu perlu dijalin kerja sama yang baik antara Hakim -
Jaksa — Lembaga Pemasyarakatan — lembaga lainnya, agar dalam menjalankan
putusan pengadilan (pidana) benar-benar mengena sasarannya. Juga perlu
tenggang rasa agar tidak terjadi kesalah pahaman dalam menjalankan tugasnya
masing-masing. Untuk itu hakim dapat meminta laporan secara berkala dan
Kepala Lembaga Pemasyarakatan tentang keadaan perkembangan narapidana
dan cara-cara pembinaannya.

Apabila akan mengunjungi lembaga maka pihak hakim memberikan
pemberitahuan akan maksud kedatangannya, baik secara lisan melalui telpon

maupun secara tertulis, agar tidak menyinggung perasaan pihak lain (lembaga

¥ Hasibuan Albert, Hukum Pidana dan Pelaksanaannya, hal 17,
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pemasyarakatan). Dengan demikian kewenangan hakim pengawas dan
pengamat bermaksud mengontrol atas putusan pengadilan pidana perampasan
kemerdekaan seseorang itu dilaksanakan dengan baik, yang berdasarkan asas-
asas kemanusiaan dan peri-keadilan. Diharapkan agar tercapal sasarannya
ialah mengembalikan narapidana menjadi anggota masvarakat vang berguna,
berakhlak vang baik sehingga dapat menjadi sebagai warga masyarakat yang
memasyarakat.

Bila kita merenungkan Pasal 280 Kitab Undang-undang Acara Perdata
(KUHAP) ayat (4), ketentuan fersehut jnga memberi wewenang kepada hakim
pengawas dan pengamat untuk melakukan pengawasan dan pengamatan
kepada pelaksanaan pidana bersyarat. Dapat dikatakan bahwa hakim
pengawas dan pengamat juga berwenang untuk menanyai, menegur, memberi
nasehat melakukan pendekatan baik sosial-budaya. ekonomi, psikologi,
hukum baik kepada si terpidana maupun petugasnya

Berkaitan dengan hal tersshut seharusnya hakim pengawas dan
pengamatpun juga berwenang untuk mendatangi, menanyakan tentang cara-
cara pengawasan dan pembinaan atas dijalaninya suatu putusan pengadilan
vang berupa pidana bersyarat. Bagaimanapun juga, sebetulnya pidana
bersyarat merupakan pidana vang dirasakan lebih berat untuk dijalam.
Disebabkan terpidana tetap ada dialam bebas yang berarti ia harus dapat
mengekang gejolak hati agar tidak melakukan perbuatan yang bisa memenuhi
syarat umum dan khusus. Si terpidana harus hidup hati-hati agar syarat umum

dan khusus tersebut tidak terpenuhi atau terlanggar.
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Realitas yang demikian memungkinkan Kitab Undang-undang Acara
Perdata (KUHAP) yang telah diundangkan pada tahun 1981 mengandung
harapan-harapan baru bagi bangsa, masyarakat pada umumnya dan khususnya
alat penegak hukum. Karena secara sistematis mengatur pengayoman bagi
tersangka sejak pemeriksaan awal, selama persidangan sampai dijatuhkannya
putusan pidana serta dilaksanakan pidana tersebut. Juga memberi kepastian

hukum bagi alat penegak hukum dalam melaksanakan tugas dimasing-masing
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BAB II1

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Semarang

Kota Semarang yang dahulu sebelum berlakunya Undang-undang
Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah bernama Kotamadya
Daerah Tingkat 11 Semarang, dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 16
Tahun 1950, Kota Semarang pusat pemeriniahannya terletak di Jalan Pemuda
Semarang vang dikepalai oleh seorang Walikota dan saat ini dijabat oleh H.
Sukawi Sutarip, SH, SE.

Kota Semarang merupakan dacrah yang strategis bila dilibat dari soal
kewilayahan Sebagai kota besar vang sekaligus Ibu Kota Propinsi Jawa
Tengah, kota Semarang mecrupakan kota vang sangat istimewa karena
memiliki daerah atas (perbukitan yang berhawa sejuk) dan bawah (dari pantai
utara pulau Jawa hingga lereng perbukitan), yang berbatasan dengan Laut
Jawa di sebelah utara, Kabupaten Kendal di sebelah barat, Kabupaten Demak
di sebelah timur dan Kabupaten Semarang di sebelah selatan

Kota Semarang memiliki luas 746.002 Ha lLuas wilayah tersebut
penggunaan tanahnya dibedakan menjadi tanah untuk pemukiman, tambak,
pertanian, peternakan, perkebunan, pertamanan dan sarana fasilitas umum,
jalan, pantai, tambak, serta hutan. Kota Semarang terbagi atas 16 (enam belas)
wilayah Kecamatan di tahun 1993 sebagai hasil pemekaran 9 (sembilan)

Kecamatan. Dari enam belas kecamatan dan tersebut, dibagi menjadi 177
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kelurahan dengan jumlah penduduk hingga akhir bulan Desember 2003
sebanyak 2.521 000 orang dengan usia yang bervariasi.

Demikian pula dengan tempat asal penduduk, ada yang dari daerah
luar kota Semarang, luar Propinsi dan luar negeri. Jenjang pekerjaan penduduk
sebagai mata pencahariannya juga sangat bervariasi, ada yang hekerja sebagai
Pegawai Negeri Sipil, TNL Pedagang / Pengusaha, Buruh / tenaga lepas /
serabutan, nelayan, petani, pelajar / mahasiswa dan juga lain-lain. Banyaknya
jumlah penduduk secara otomatis berpengaruh pula bagi kehidupan hukum
dimasyarakat. Termasuknya munculnya tindakan melawan hukum yang
berunsur pidana. #

Guna mendukung proses penegakan hukum dan terwujudnya
keamanan serta ketertiban masvarakat (kamtibmas) di Kota Semarang,
sekarang ini Kota Semarang terdukung oleh 4 (empat) resot Kepolisian
sebagai hasil pengembangan dari | (satu) Kepolisian Kota Besar (Poltabes) di
bawah Kepolisian Wilayah (Polwil) Semarang dengan 14 sektor Kepolisian.
Apabila ada tindak pidana di wilayah Kota Semarang, maka Kejaksaan Negeri
Semarang siap menyidik atau menindaklanjuti hasil penyidikan Polri, untuk
kemudian mendakwa serta menuntut terdakwa kasus pidana.

Demikian pula dengan Pengadilan Negeri Semarang yang berkantor di
Jalan Siliwangi Krapyak Semarang, juga siap menyidangkan perkara pidana

yang masuk guna diadili dan diputus sesuai aturan hukum yang ada. Lembaga

:! * - o " . -
Hasil wawancara dengan ibu Dra. Ichieck Rudiyati, Karyawati Kantor Statistik Kota Semarang,
tanggal 3 Agustus 2004,
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terkait dalam proses hukum juga ada di Kota Semarang, mulai dari Lembaga

Pemasvarakatan (LP) hingga BAPAS.

. Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Pidana Bersyarat di Wilayah

Hukum Pengadilan Negeri Semarang

Menurut Pasal 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP),
tidaklah ada pemidanaan pada diri orang yang melakukan sesuatu apabila
sesuatu itu belum diatur dalam suaiu perundang-undangan. Dasar hukum dan
pidana adalah terletak pada tujuan pidana itu sendiri. Adapun tujuan pokok
pidana adalah berupa mem pertahankan ketertiban masyarakat.

Dalam mencapai tujuan tersebut, selama ini pemidanaan dijadikan
pilihan yang terbaik melalu proses hukum. Pemidanaan bukan sekedar untuk
memberi pembalasan bagi terpidana yang melakukan tindak pidana, tetapi
juga mencegah bertindak pidana lagi dan menekan munculnya tindak
kejahatan di masyarakat sekaligus menjadt sarana memperbaiki diri terpidana
agar selepas menjalani pidana, dapat menjadi lebih batk dan bermanfaat di
masvarakat. Bila memang tindak pidananya berkategori berat dan / atau
terdakwa sepertinya tidak bisa diperbaiki dan hukum memberi ancaman bagi

terdakwa untuk dijatuhi pidana mati, maka pidana mati memang pilthan

terbaik untuk sang terdakwa.™

:’crl;:sif wawancara dengan Bapak Sri Muryanto, SH, Hakim pada PN Semarang, tanggal 15 Juli
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Dalam suatu kasus pidana, terpidana secara materiil dijatuhi pidana
penjara tetapi secara formil pidana tersebut tidak dijalani di dalam tembok
penjara, karena penjara bukan satu-satunya tempat untuk melakukan
perenungan dan keinsyafan untuk kembali menjadi warga masyarakat yang
berguna. Bentuk pidana tersebut biasanya disebut sebagai pidana bersayrat
dan merupakan unsur-unsur yang masuk dalam Kitab Undang-undang Hukum
Pidana (KUHP), disebabkan pengaruh berkembangnya kriminologi yang
diakibatkan karena perkembangan sosiolog:.

Mengingat setiap pelaku tindak pidana yang akan dijatuhi pidana
diharapkan dapat diperbaiki akhlaknya, sehingga ia dapat kembali menjadi
anggota masyarakat yang berguna, maka secara kemanusiaan dapat
diupayakan penjatuban pidana yang adil dan tidak memberatkan terpidana.
Bahkan perlu adanya pemidanaan sebagai pelaksanaan pidana yangg
memungkinkan timbulnya penyesalan dan keinsyafan dalam hati sanubari
terpidana berupa pidana bersyarat yang diputuskan dengan nama hukuman
percubaan,ﬂ

Kedua jenis pemidanaan tersebut memberikan suatu kemungkinan hagi
terpidana untuk melakukan perenungan dengan tenang terhadap kejahatan
yang telah dilakukannya, baik dan buruknya bagi masyarakat, keluarga dan
dirinya sendiri, guna untuk membawa kepada keinsyafan dan ketaubatan.

Di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (K1THP) pidana

bersyarat dapat dalam pasal-pasalnya mulai dari pasal 14 huruf a sampai f.

 Hasil wawancara dengan Bapak Bambang, SH, Hakim pada PN Semarang, tanggal 15 Juli 2004,
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Hakim dapat dikatakan hahwa Hakim dapat menjatuhkan sesuatu pidana atas
seseorang vang secara nvata bersalah, tetapi tidak perlu dijalani, asal
memenuhi syarat-syarat tertentu. Karena pidana bersyarat ini merupakan
pidana penjara yang tidak melebihi jangka waktu satu (1) tahun atau pidana
kurungan, tetapi pidana itu tidak dijalani di dalam suatu Lembaga
Pemasvarakatan (LP) asal dapat memenuhi syarat-syarat yang diadakan oleh
Hakim dalam putusannya atas kasus pidana tersebut.™*

Dalam menjatuhkan pidana ini harus atas dasar pemeriksaan yang teliti
baik melalui berkas perkaranva maupun diri terpidana, diperoleh suatu
keyakinan serta dapat diadakan pengawasan cukup terhadap terlaksananya
syarat umum, yaitu bahwa si terpidana tidak akan melakukan kejahatan dalam
masa tertentu, dan svarat khusus bila terhadapnya diberikan syarat khusus.
Lain halnya bila kemudian ada suatu puiusan dengan alasan si terpidana tidak
memenuhi dalam masa percobaan itu suatu syarat Khusus yang telah
ditentukan dalam putusan semula, sehingga mengharuskan pidana
bersyaratnya dilaksanakan dalam bentuk harus dipidananya terpidana untuk
kasus vang memposisikan dirinya sebagar terpidana dan menjadi tahanan
untuk kasus pidana yang baru. Ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 14 a
avat 1 dan 4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

Syarat yang bersifat umum adalah bahwa terpidana dalam masa

percobaan tidak akan melakukan sesuatu kejahatan, Sedangkan syarat khusus,

# Hasil wawancara dengan Bapak Adi Prakoso, SH, Advokad di Semarang, tanggal 3 Agustus
2004,
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menurut pasal 14 ¢ bahwa terpidana mengganti kerugian vang dialami
seseorang sebagai akibat perbuatannya itu atau sebagian dari pada kerugian itu
dalam wakiu tertentu yang tidak melebihi jangka waktu masa percobaan. ™

Di samping itu dapat pula diadakan syarat-syarat khusus mengenai
kelakuan tertentu dari terpidana, vang harus ditaati sebelum masa percobaan
berakhir. Syarat-syarat mengenai kelakuan ini dapat diperintahkan, hanya
apabila pidananya melebihi tiga (3) bulan penjara atau bila pidananya
disebabkan pelanggaran-pelanggaran terhadap pasal 492, 504, 505, 506, 536
Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Syarat-syarat mengenai
kelakuan terpidana dibatasi asal tidak mengurangi kebebasan beragama atau
kebebasan berpolitik si terpidana.

Berkaitan dengan saat akan menjatuhkan pidana bersyarat, Hakim
harus merasa yakin bahwa atas seorang terpidana dapat dilakukan pengawasan
vang baik agar dapat memenuhi syaral-syarat yang telah ditentukan.
Pengawasan mana dilaksanakan oleh pegawai yang melaksanakan putusan
kelak andaikata dikeluarkan perintah oleh Hakim untuk melaksanakannya
(pasal 14 ayat 1).

Pada diri terpidana dalam masa percobaan dapat dianggap dalam
keadaan serba sulit, tertekan jiwanya. Karena atas dirinya masih terancam
bahaya penahanan dan masuk dalam Lembaga Pemasyarakatan, apabila ia

tidak berlaku dan bersikap hati-hati dan menjauhi segala sesuatu hal yang

% Hasil wawancara dengan Bapak H. Subiyakto, SH, M. Hum, Advokad di Semarang, tanggal 23
Juli 2004,
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dapat membawanya ke arah perbuatan yang salah. Mereka butuh bantuan
bimbingan dalam memenuhi syarat umum dan syarat khusus tadi.

Semua itu berkaitan dengan Pasal 14 d ayat 3 Kitab Undang-undang
Hukum Pidana (KUHP), yang mana Hakim dapat memerintahkan dalam
putusannya, supaya kepada terpidana diberikan bantuan dan nasehat yang
seperlunya. Ini dimaksudkan agar pidana bersyarat yang dijatuhkan kepadanya
tidak disalah artikan dan tidak mencapai tujuan yang sesuai aturan hukum.
Hanya saja. dalam pelaksanaannya hal tersebut tidak terwujud dengan baik
lantaran banyak hal. Mulai dar tidak diberikannya bantuan nasehat, sampai
kepada ulah terpidana yang memang tidak mau menerima dan menindak
lanjuti naschat yang ada. Lembaga pemberi naschat terscbut adalah BAPAS.

Keyakinan Hakim sebagai dasar putusan ini; tidak merupakan
keyakinan menurut perasaan hakimnya, tctapi keyakinan yang berdasarkan
disiplin ilmu. Oleh karnea itu llakim memerlukan bantuan ahli lain seperti
psikiater, psikolog, penelitian kemasyarakatan (Penmas) dar daerah tempat
tinggal terdakwa yang dilakukan BAPAS dan alat-alat bukti menurut undang-
undang. Untuk itu seorang Hakim' harus pandai-pandai mensiasati sesuatu
dengan harapan dapat mengungkap secara detail suatu kasus pidana yang
ditanganinya.”

Pemidanaan bersyarat untuk masing-masing kasus pada dasarmnya
mempunyai alasan-alasan tersendiri, sesuai dengan kasusnya, latar belakang si

pelaku, situasi dan kondisi pelaku kejahatan, pertimbangan masa depan

% Hasil waancara dengan Bapak Sri Muryanto, Advokad di Semarang, tanggal 12 Juli 2004,
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dirinya dan keluarga si pelaku kejahatan. Namun demikian secara umum
Hakim selalu beralasan akan dapat diperbaikinya akhlak terpidana dan
diharapkan pengawasannya menghasilkan hasil yang memuaskan. Dalam
pengertian bahwa terdakwa dapat betul-betul insyaf dan kembali menjadi
anggota masyarakat yang berguna.

Terlebih untuk alasan yang pokok bila terdakwa sudah merasa takut
dan penyesalan yang mendalam pada waktu pemeriksaan dalam sidang dan
baru pertama kali melakukan kejahatan, tentu akan memungkinkan
dijatuhkannya pidana bersyarat. Di samping itu juga merupakan usaha
terhindarnya terdakwa melakukan kejahatan lagi apabila 1a keluar dari penjara,
karena kemungkinan bergaul dengan narapidana-narapidana yang sering ke
luar masuk lembaga pemasyarakatan,

Realitas yang demikian membuktikan bila pidana bersyarat tepat
dijatuhkan kepada anak-anak, anak muda, orang yang bertabiat tidak jahat,
orang yang dalam keadaan sukar mencari nafkah, melakukan tindak pidana
karena terpaksa, dan ada potensi besar untuk tidak melakukan tindak pidana
lagi. Apalagi selama ini ada realitas yang membuktikan bila penjara bukan
suatu tempat yang berguna bagi orang-orang tersebut.

Dalam prakteknya, tidak sedikit terdakwa dalam kasus pidana dijatuhi
pidana bersyarat dan kemudian bisa melaksanakannya dengan baik karena
pengawasannya oleh Hakim yang baik didukung lembaga-lembaga pendukung
vang ada seperti BAPAS, maupun karena pribadi terpidana yang memang

bukan tipe penjahat. Tujuan dari pemidanaan bersyarat benar-benar tercapai.



Seperti halnya yang terjadi pada diri terpidana SO (28 tahun), seorang warga
Srondol Kulon Banyumanik Semarang yang menjadi terpidana bersyarat
karena kasus penganiayaan terhadap seorang pria yang diduga merusak
hubungannya dengan sang kekasih yang menjadi tunangan SO.

SO dapat melaksanakan pidana bersyarat dengan baik karena tindak
pidana yang dilakukannya karena semata-mata untuk membela harga diri, dan
tidak ingin melakukan tindak pidana lagi di samping menyesal telah
melakukan tindak pidana. Hanya saja SO mengaku selama menjalani pidana
bersyarat, ia sama sekali tidak mendapat pengawasan dari Hakim dan tidak
pula pernah mendapat bimbingan dari Hakim kecuali nasehat saat putusan
pidana bersyarat dijatuhkan.”’

Apa yang dialami SO berbeda dengan yang dialami SN (32 tahun)
warga Bulustalan Semarang, terpidana bersyarat kasus penjualan VCD
bajakan yang sempat mengenyam cnaknya dipidana di luar LP, tetapi harus
menjalani pidananya di LP lantaran saat berada dalam masa percobaan, SN
melakukan tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur. SN

selama mf:njaiani Pidana bersyarat Kasus penjualan VCD bajakan, akhirnya

dimasukkan ke LP dengan status terpidana sekaligus tahanan.
Saat di LP itulah SN mendapatkan pengawasan dari Hakim dengan
seksama sebagaimana yang didapat oleh IM (34 tahun) terpidana kasus

kecelakaan lalu lintas yang terpaksa menjalani pidananya lantaran melakukan

27 Hasil wawancara dengan SO, Terpidana kasus pidana bersyarat di Semarang, tanggal 3 Agustus
2004.




tindak pidana saat berada dalam masa percobaan untuk kasus pertamanya.
Pengawasan Hakim terhadap mereka sangat baik karena disertai dengan
pembimbingan meski dilakukan tidak setiap saat.*"

Pengawasan yang dilakukan Hakim tersebut dilakukan berdasarkan
Pasal 280 ayat 4 KUHP tentang pengawasan Jo Pasal 277 tentang Hakim
Pengawas dan Pengamat. Selama ini Hakim pengawas dan pengamat dari
Pengadilan Negeri Semarang melakukan tugas pengawasan dan pengamatan
secara berkesinambungan minimal dua kali dalam setahun. Pengawasan dan
pengamatan dilakukan ke LP Kedungpane Semarang dan LP Wanita Bulu
Semarang. Di samping itu secara khusus Hakim juga melakukan pengawasan
dan pengamatan terhadap mereka yang dipidana bersyarat dan berada di luar
LP, seperti pada diri terpidana vang dipidana pqmnbaan_m

Dalam pelaksanaan pengawasan di LP, Hakim berkeliling ke area LP
melihat secara langsung kondisi lingkungan LP, melihat perlakuan terhadap
para terpidana dan melihat kegiatan para terpidana sclama menjalani pidana.
Termasuk dalam hal kegiatan keagamaan dan pergaulan serta perkembangan
ﬂalﬂm Kﬁglﬂlﬁﬂ p@mﬁsymwﬂ, juga dipcmatikan sebagai bahan pendukung

untuk penilaian tindak tanduk para terpidana (narapidana) bagi pihak Hakim

dan bagi pihak LP. Hakim juga langsung mengadakan wawancara dengan para

¥ pyasil wawancara dengan SN, Terpidana kasus pidana bersyaral di Semarang, tanggal 3 Agustus

2004 . 3
® Hasil wawancara dengan Bapak Ali Nuryahya, SH, Panitera Pengganti pada PN Semarang

sekaligus Pembantu Hakim Pengawas, tanggal 14 Juli 2004
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terpidana berkaitan dengan arti pemidanaan bag mereka dan ada tidak
manfaatnya secara positif dari dipidana.”

Sedangkan untuk pengawasan dan pengamatan terhadap terpidana
bersyarat yang berada di luar LP. dilakukan secara acak dan belum bisa
dilakukan secara rutin. Sekalipun demikian Hakim mendapat informasi dari
berbagai pihak, khususnya pembantu Hakim Pengawas dan aparat kelurahan,
perihal keberadaan dan tindakan terpidana bersyarat selama menjalani pidana
bersyarat di masyarakat. Namun demikian sewaktu-waktu Hakim juga
langsung mengawasi dan mengamati ke lingkungan tempat terpidana berada
agar mendapatkan informasi yang jelas perihal tindakan terpidana bersyarat di
masyarakat. Tujuannya adalah untuk mengctahui tentang hasil pemidanaan
bersyaratnya terhadap diri terpidana bersyarat, ada hasil positifnya tidak i

Rersamaan dengan pengawasan terscbut, Hakim juga melakukan
pewawancaraan terhadap terpidana bersyarat dan memberikan bimbingan
dengan didampingi petugas dari berbagai instansi terkait, seperti halnya Bapas
dan Departemen Agama disamping petugas Kelurahan atau Kecamatan dari
wilayah setempat.™

Pengawasan di lapangan terhadap terpidana bersyarat tidaklah berjalan
ofektif karena dalam faktanya pengawasan cenderung tidak dapat

dilaksanakan dengan baik karena berbagai hal. Banyak terpidana bersyarat

 Hasil wawancara dengan Bapak Sri Muryanto, Hakim Pengawas pada PN Semarang. tanggal 13
Juli 2004,

31 Hasil wawancara dengan Bapak Ali Nuryahya, SH. Panitera Pengganti sekaligus Pembantu
Hakim Pengawas di PN Semarang, tanggal 3 Agustus 2004.

2 Hasil wawancara dengan Bapak Fathurrachman, SH, Hakim Pengawas pada PN di semarang,
tanggal 3 Agustus 2004
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yang merasa tidak diawasi dan tidak mendapat bimbingan. Seperti halnya HO
(45 tahun) warga Pekunden Tengah Semarang yang terlibat kasus perjudian

dan dipidana dengan pidana bersyarat (pidana percobaan) oleh PN Semarang.

HO mengaku tidak merasa diawasi dan tidak mendapat bimbingan
selama menjalani pidana bersyarat. Dia pun hingga pertengahan Juni lalu tetap
saja berjualan kupon toto gelap (togel) yang menurut hukum juga merupakan
tindak perjudian dan melawan hukum. HO bebas bertindak dan kembali
berjudi (dengan menjual dan membeli sendiri) di saat HO masih berstatus
sebagai terpidana dengan pidana bersyarat dalam kasus pidana perjudian.
Fatalnya, berdasarkan pengakuan HO, awal April 2004 juga sempat ditangkap
dan ditahan namun tidak sampai kasusnyva ke Pengadilan hingga akhimya

tertangkap dalam kasus penvalahgunaan dan peredaran narkotika.

HO vang Sekarang tengah berstatus sebagai tahanan yang ditahan di

Rumah Tahanan (Rutan) LY Kedungpane Semarang dalam kasus

penyalahgunaan dan peredaran narkotika, ternyata tidak merasa mendapat

pengawasan dari Hakim pengawas, Buktinya, saat menjadi tahanan hingga

tiga kali sidang proses persidangan, HO merasa tidak pernah disinggung

1 1 iudian. Dalam
tentang statusnya sebagai terpidana bersyaral dalam kasus perjudian. Da

hal ini HO menyatakan bila pengawasan terhadap pelaksanaan pidana

bersyarat dirinya tidak berjalan sama sekali. Keharusan bagi Hakim untuk

. .y 33
mengawasi pelaksanaan pidana bersyarat tidak berjalan dengan baik.

[ X kotika, tanggal 2
 pasil wawancara dengan HO, terpidana bersyarat yang juga terdakwa kasus narkotika, gga

Agustus 2004
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Agar pengawasan terhadap terpidana bersyarat membawa hasil yang
baik sesuai dengan pemidanaan, sekarang im  peran BAPAS terus
dioptimalkan. Terutama peran BAPAS sebagai pembimbing bagi terpidana
bersyarat, misalnya dengan bimbingan rohani dan bimbingan keterampilan,

bimbingan bersosialisasi serta bimbingan pendidikan. Semua tetap diawasi

oleh Hakim pengawas dan diamati dengan seksama proses pembimbigan oleh
BAPAS terhadap para terpidana, Khususnya terpidana bersyarat.

Cara pembimbingannya adalah dengan menerima  kedatangan
terpidana sebagai klien minimal sebulan sekali untuk absen dan mendapat
bimbingan di BAPAS. BAPAS juga mendatangi rumah klien untuk memberi

bimbingan, Dasar kegiatan pembimbingan ini adalah Surat Keputusan Menteri

Kehakiman Nomor-J.S.4 /.12 / 20 tanggal 29 Desember 1976 tentang tugas-
tugas BAPAS/BAPAS yang berisi :

1. Melaksanakan penelitian kemasyarakatan untuk peradilan

7. Melaksanakan registrasi amak didik / narapidana di luar lembaga

pemasyarakatan
3. Melaksanakan bimbingan kemasyarakatan

4. Melaksanakan penyelenggaraan tuntunan kerja bagi para narapidana /

anak didik di luar LP

5. Melaksanakan pengentasan anak.™

** Hasil wawancara dengan Bapak S 1 Bimbingan Kli
pak Sutarno, SIP, PLH Kepala Seksi Bimbi Klien Dew
BAPAS Semarang, tanggal 25 Juli 2004, il ®



Selama kurun waktu 1 tahun terakhir, ada 2 terpidana bersyarat yang
menjadi bimbingan BAPAS Semarang. Bimbingan BAPAS selama ini
memberikan manfaat yang besar bagi narapidana dalam melakukan
bimbingan, BAPAS selalu mendapat pengawasan dari Hakim Pengawas dani
Pengadilan Negeri Semarang di samping memberi laporan rutin bulanan

Hakim Pengawas dari Pengadilan Negeri Semarang.

. Hambatan atau Kendala Yang Muncul dan Solusinya

Pengawasan terhadap pelaksanaan pidana bersyaral yang selama im
tidak berjalan secara maksimal, pada dasarnya discbabkan oleh banyak hal,
diantaranya adalah :
| Terbatasnya jumlah Hakim Pengawasan
7 Lebih dipercayakannya pengawasai terpidana bersyarat kepada para

petugas pembantu Hakim pengawas yang lernyata dalam pelaksanaannya
justru dilimpahkan lagi ke aparat pemerintahan di tingkat Kelurahan dalam

wilayah Kota Semarang

Led

Minimnya anggarai dan sarana prasarana pendukung
4. Padatnya kegiatan para Hakim dalam pekerjaan rutin harian, yaitu

melakukan persidangan

5. Tempat tinggal terpidana bersyaral yang jauh atau selama menjalani

pidana bersyarat berada di tempat yang jauh
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6. Tidak dilaksanakannya aturan bahwa terpidana bersyarat wajib lapor ke

pihak Kejaksaan, Pengadilan dan BAPAS selama menjalani pidana
bersyarat di luar Lembaga Pemasyarakatan 4;LP“;."’5

Terkait dengan pengawasan terhadap pelaksanaan pidana bersyaral

yang selama ini tidak berjalan secara maksimal dan disebabkan oleh banyak

hal. ternyata sudah diupayakan solusi terbaiknya, antara lain adalah :

1.

Z:

Ditambahnya jumlah Hakim Pengawasan.

Dilaksanakannya pengawasan yang lebih baik terhadap para terpidana
bersyarat secara langsung oleh Hakim Pengawas bersama para petugas
pembantu Hakim pengawas di samping dibantu oleh aparat pemerintah di
tingkat Kelurahan dalam wilayah Kota Semarang.

Diajukannya permohonan anggaran dan sarana prasarana pendukung yang
lebih memadai agar bisa mendukung optimalisasi kegiatan pengawasan.
Diupayakannya peluang wakiu olch para Hakim untuk melakukan

pengawasan di tengah kesibukan dan padatnya kegiatan Hakim Pengawas

dalam persidangan.

. Diajukannya permohonan kepada pihak-pthak terkait di luar wilayah

hukum Pengadilan Negeri Semarang tempat terpidana bersyarat tinggal
untuk membantu mengawasi terpidana bersyarat agar bisa terawasi dalam

melaksanakan pidana bersyarat.

35 .
Hasil wawancara : . -
15 Juki 2131] 4 dengan Bapak Sri Muryanto, SH, Hakim Pengawas di PN Semarang, tanggal




6. Diupayakan pewajiban bagi terpidana bersyarat untuk lapor ke pihak
Kejaksaan, Pengadilan dan BAPAS selama menjalani pidana bersyarat di
luar LP.

7 Diadakannya kegiatan pendukung bagi terpidana bersyaral di Pengadilan
atau di BAPAS agar bisa selalu terawasi saat menjalani pidana bersyarat.
Seperti halnya kegiatan yang membantu proses penyadaran atas kesalahan,
pemasyarakatan dan upaya menekan munculnya niat melakukan tindak

pidana lagi. ™

D. Analisis Hasil Penelitian
Berdasarkan hasil penelitian yang penulis laksanakan, dapatlah

dianalisis bila selama ini pengawasan terhadap pelaksanaan pidana bersyaral

tidaklah berjalan secara maksimal, Bahkan bisa dikatakan tidak berjalan

karena banyak hal yang mehngkupi, sehingga tujuan dari pemidanaan, yang

antara lain adalah untuk menyadarkan terpidana agar tidak melakukan tindak
pidana lagi dan bisa menjadi orang baik, sering tidak tercapai. Akibatnya,
tujuan pokok pidana adalah berupa mempertahankan ketertiban masyarakat
menjadi sulit diwujudkan.

Pidana bersyarat sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-undang
Hukum Pidana dan Kitab Uundang-undang Hukum Acara Pidana, pada

dasarnya adalah pidana yang dijatuhkan atas seseorang yang secara nyata

% tiasil wawancara dengan Bapak Sutamo, SIP, PLH Kepala Seksi Bimbingan Klien Dewasa
BAPAS Semarang, tanggal 25 Juli 2004,
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bersalah, tetapi tidak perlu dijalani, asal memenuhi syarat-syarat tertentu.
pidana bersyarat ini merupakan pidana penjara yang tidak melebihi jangka
waktu satu (1) tahun atau pidana kurungan, tetapi pidana itu tidak dijalani di
dalam suatu Lembaga Pemasyarakatan (LP) asal dapat memenuhi syarat-
syarat yang diadakan oleh Hakim dalam putusannya atas kasus pidana
tersebut. Dalam menjatuhkan pidana ini harus atas dasar pemeriksaan yang
teliti baik melalui berkas perkaranya maupun diri terpidana, diperoleh suatu
keyakinan serta dapat diadakan pengawasan cukup terhadap terlaksananya
syarat umum, yaitu bahwa st terpidana tidak akan melakukan kejahatan dalam
masa tertentu, dan syarat khusus bila terhadapnya diberikan syarat khusus. Hal

ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 14 a ayat | dan 4 Kitab Undang-

undang Hukum Pidana.

Syarat yang bersifat umum adalah bahwa terpidana dalam masa
percobaan tidak melakukan sesuatu kejahatan. Sedangkan syarat khusus,
menurut pasal 14 ¢ bahwa terpidana mengganti kerugian yang dialami
ceseorang sebagai akibat perbuatannya itu atau sebagian dari pada kerugian itu
dalam waktu tertentu yang tidak melebihi jangka waktu masa percobaan.

Terpidana yang secard logika mestinya berada dalam ancaman
dipidana kalau tidak melaksanakan masa percobaan dengan baik, ternyata
tidak memberi hasil yang baik saat terpidana melakukan tindak pidana lagi,
tidak ada pembimbingan dan Hakim Pengawas tidak mengawasi. Ketentuan
Pasal 14 d ayat 3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang mana Hakim

dapat memerintahkan dalam putusannya, supaya kepada terpidana diberikan
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bantuan dan nasehat yang seperlunya nampaknya juga tidak berjalan dengan
baik karena Hakim sering tidak memerintahkan hal tersebut dan setidaknya
tidak mengawasi perintah tersebut dilaksanakan atau tidak.

Berdasarkan kenyataan tersebut, tampak sekali bila pengawasan hakim
terhadap pelaksanaan pidana bersyarat tidaklah berjalan dengan baik sesuai
aturan hukum vang ada, dan hal itu harus diperbaiki agar pengawasan
terhadap pelaksanaan pidana bersyarat dalam dilaksanakan secara baik dan
benar sesuai aturan hukum yang ada. Bila hal tersebut tidak dilaksanakan,
dikhawatirkan bukan saja pengawasan tidak berjalan secara baik, tetapi juga
akan memberi peluang bagi terpidana bersyarat untuk kembali melakukan

tindak pidana dan berdampak buruk bagi kehidupan di masyarakat.
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BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan
Dari hasil penelitian dapat kami simpulkan sebagai berikut -

1. Pengawasan terhadap pelaksanaan pidana bersyarat yang selama ini tidak
berjalan secara maksimal, pada dasamya disebabkan oleh banvak hal, di
antaranya adalah : terbatasnya jumlah Hakim Pengawas, lebih
dipercayakannya pengawasan temidana bersyarat kepada para petugas
pembantu Hakim pengawas yang teryata dalam pelaksanannya justru
dilimpahkan lagi ke aparat pemerintahan di tingkat Kelurahan dalam
wilayah Koa Semarang, minimnya anggaran dan sarana prasarana
pendukung, padatnya kegiatan para hakim dalam pekerjaan rutin harian,
vaitu melakukan persidangan, tempat tinggal terpidana bersyarat yang jauh
atau selama menjalani pidana bersyarat berada di tempat yang jauh, tidak
dilaksanakannya aturan bahwa terpidana bersyarat wajib lapor ke pihak
Kejaksaan, Pengadilan dan BAPAS selama menjalani pidana bersyarat di
luar LP. Pengawasan yang hanya dua kali dalam setahun sangat tidak
efektif sehingga akan sangat sulit mencapai maksud dari pengawasan dan
pemidanaan itu sendiri. Demikian pula dengan pelaksanaan pengawasan
terhadap mereka yang menjalani pidana bersyarat di luar L.P, juga tidak

berjalan dengan baik dan cenderung tidak dilaksanakan.
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2. Terhadap hambatan atau kendala tersebut, PN Semarang sekarang ini
sudah mengupayakan solusi terbaiknya, yaitu : ditambahnya jumlah
Hakim Pengawas, dilaksanakannya pengawasan yang lebih terhadap para
terpidana bersyarat secara langsung oleh Hakim Pengawas bersama para
petugas pembantu Hakim Pengawas di samping dibantu oleh aparat
pemerintahan di tingkat Kelurahan dalam wilayah Kota Semarang,
diajukannya permohonan anggaran dan sarana prasarana pendukung yang
lebih memadai agar bisa mendukung optimalisasi kegiatan pengawasan,
diupayakannya peluang waktu oleh para Hakim untuk melakukan
pengawasan di tengah kesibukan dan padatnya kegiatan hakim Pengawas
dalam persidangan, diajukannya permohonan kepada pihak-pihak terkait
di luar wilayah hukum PN Semarang tempat ferpidana bersyarat tinggal
untuk membantu mengawasi terpidana bersyarat agar hisa ferawasi dalam
melaksanakan pidana bersyarat, diupayakan pewajiban bagi terpidana
bersyarat untuk lapor ke pihak Kejaksaan, Pengadilan dan BAPAS selama
menjalani pidana bersyarat di luar LP, diadakannya kegiatan pendukung
bagi terpidana bersyarat di Pengadilan atau di BAPAS agar hisa selalu

terawasi saat menjalani pidana bersyarat. Seperti halnya kegiatan yang

B. Saran-saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, dalam hal ini penulis memberikan

saran-saran sebagai berikut :

51




|. Pemidanaan bersyarat perlu dilakukan secara lebih selektif agar maksud

dan tujuan pemidanaan dapat mencapai tujuan dengan cara scrta dasar
yang baik, bukan atas dasar hasil komersialisasi hukum.
. Pengawasan terhadap pelaksanaan pemidanaan bersyarat harus dilakukan

secara baik dan benar sesuai dengan dasar, maksud dan tujuannya. Ini

dimaksudkan agar pengawasan terhadap pelaksanaan pidana bersyarat

52



DAFTAR PUSTAKA

Achmad Baidhowi, Reformasi Hukum di Indonesia, Sebuah Pilihan, Ghaha
Indonesia, Jakarta, 2003.

Achmad Gunadi, Pemidanaan Sebagai Pembalasan Hada Grafika,
Surabaya, 2000.

Eka Wijaya, Pemberdayaan Lembaga dan Aparat Hukum,
Tanggungjawab Bersama, Medan Teladan, 2002.

Faris Ba’asyir, Kajian Hukum Atas Berbagai Putusan Perkara Pidana
Yang Kontroversial, Sebuah Catatan, Sinar, Jakarta,

Harjanto Hadikoesoemo, Tantangan Hukum Bagi Aparat Hukum,
Grafika Nusantara, Jakarta, 2001.

Kusmiyati Hardjito, Pidana Bersyarat Sebagai Penvadaran Masyarakat,
Jawara Presindo, Jakarta,

Muladi dan Barda Nawawi Arif. Pidan dan Pemidanaan. Alumni Bandung.

Ronny Hanitijo Soemitro, Penegakan Hukum dan Peran Sosial
Masyarakat, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1984.

Sumanjaya, Hukum dan Persoalan Hukum Modern, Juanda, Bandung,
1999.

Suro Wibowo, Etika Hukum, Juanda, Bandung, 1992

Tjitro Harjono, Pembangunan Hukom dan Pembangunan Masyarakat,
Kharisma [lmu, Yogyakarta, 1999.

Tumar Simamora, Hukum Dalam Perspektif Sosial Kemasyarakatan,
Medan, Teladan, 1995.

Turya;]i 7 Gufron, Menyelamatkan Indonesia, Ghalia Indonesia, Jakarta,
000,



Ll

PEMEHINTAH PROPINSI JAWA TENGAH

& ﬁ"ﬁ‘ﬁ% BADAN KESATUAN BANGSA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
i JI. A, Yani No. 160 Telp. 8313122, 8414205
ST SEMARANG

Semarang, 10 vuni 200b.

Bow ol

- ”
Wiy ORI AR SRR SR
1l
s BREMOARS N 4.,
Namor PR B &8 Vi
Sifal
Lampiran
I*erihial sosure' Rekomendasi

Menunjuk surat dari :
Tanggal
MNomuor

ANAAH PIDGKA
SAARANG M

UNISSULA
el G tobupzmale

Penangpung Jal

Peserta : =
Lokas  Fota Semarang
Waktu 1 19 duni - 19 Suli 2ooh

Yang bersangkutan wajib mentaati peraturan, tata tertib dan norma-norma
yang berlaku di Daerah setempat.

Demikian harap menjadikan perhatian dan maklum,

_An. GUBERNUR JAWA TENGAH
KEPALA BADAN KESBANG DAN LINMAS
NTAR LEMBAGA

ribina NIP - 010 ET? 774




PENGADILAN NEGERI SEMARA? (s
JLSILIWANGE NGO, 572

SEMARANG B
===-=====-====-====-===-E==-=== — : —

= = —
Nomor . @9 /rst /2004
Lampiran - -
Hal © Surat Keterangan
Risearch

S

Telah melakukan penel { N,

ger
tunggal 09 Juli | p#h depudn Tl 1,15 9 s X

sehubungan dengan peny ud ?\-:"LLL;‘]} I éﬁth’lﬂl whwela
1
TINJAUAN YURIDIS A "ﬁ | TERMY

AL AP TRT AT S T 4 p PmﬁHA
BERSYARAT DT WILaY. & HURKUR FENG

ADULAY NEGERT SEMARANG .

Prenukian surar ke erangan i dibugay

untuk dipergunakan sebagaimana
mestinyg

e e s et m e

AM PENGADILAN NEGERI SPMARANG
SHUKOORDINATOR K K |, #f




DEPARTEMEN KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA RI.
KANTOR WILAYAH JAWA TENGAH
Jin. Dr. Cipto No, 64 Semarang Telepon : ( 024 ) 3543063

Nomor
Perihal

Semarang, 20 Juli 2004

Kepada Yth.
:WS-PP 0202 - 398 DEKAN FAKULTAS HUKUM
. Permohonan ljin Penelitian UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
Dl-
SEMARANG

Memperhatikan surat Saudara tanggal - Nomor : 86B/B 1/SA-HNVII2004 perihal

tersebut pada pokok surat, dengan ini kami beritahukan bahwa pada prinsipnya kami tidak
keberatan dan dapat memberikan ijin kepada Mahasiswa -

Nama : PONTAS DANA PRASETYA.

NIM : - 032005376 -

Program Studi » i Hukuim

Universitas “Universitas Islam Sultan Agung { UNISSULA )

Untuk mengadakan Penglitian Di Balai Pemasyarakatan Semarang. dalam rangka
PENyusunan skripsi dengan judul * TINJAUAN YURIDIS ATAS PENGAWASAN TERHADAP

PELAKSANAAN PIDANA BERSYARAT DI WILAYAH HUXUM PENGADILAN NEGERI
SEMARANG * dengan ketentuan sebagai berikut -

1. Sebelum pelaksanaan kegiatan supaya dikonsultasikan
Balai Pemasyarakatan Semarang.

2. Mematuhi segala peraturan yang berlaku di Balai Pemasyarakatan Semarang.

3. Setelah selesai kegiatan supaya menyerahkan 1 (satu ) exemplar buky hasil Penelitian

kepada Kantar Wilayah Departemen Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah
di Semarang.

4. ljin ini berlaku sejak tanggal surat ini dibuat sampai dengan selesai.

terlebih dahulu dengan Kepala

Demikian untuk menjadikan maklum adanya.

A.n. KEPALA KAMNTNR WILAYAH
% ., Kordinator Urusan Femasyarakatan

—

7 ~_F. SUTOMO RAHARDJO, Bc.IP. SIF. MM.
TTUTS NIP ;040617733

Tembusan kepada yth,

Kepala Balai Pemasyarakatan Semarang di Semarang.
Z. SdrPontas Dana Prasetya, Mhs Fak. Hukum UNISSULA di Semarang.

3 Arsip

C:00k/SKC Doc AfKoce



	image00001.pdf (p.1)
	image00002.pdf (p.2)
	image00003.pdf (p.3)
	image00004.pdf (p.4)
	image00005.pdf (p.5)
	image00006.pdf (p.6)
	image00007.pdf (p.7)
	image00008.pdf (p.8)
	image00009.pdf (p.9)
	image00010.pdf (p.10)
	image00011.pdf (p.11)
	image00012.pdf (p.12)
	image00013.pdf (p.13)
	image00014.pdf (p.14)
	image00015.pdf (p.15)
	image00016.pdf (p.16)
	image00017.pdf (p.17)
	image00018.pdf (p.18)
	image00019.pdf (p.19)
	image00020.pdf (p.20)
	image00021.pdf (p.21)
	image00022.pdf (p.22)
	image00023.pdf (p.23)
	image00024.pdf (p.24)
	image00025.pdf (p.25)
	image00026.pdf (p.26)
	image00027.pdf (p.27)
	image00028.pdf (p.28)
	image00029.pdf (p.29)
	image00030.pdf (p.30)
	image00031.pdf (p.31)
	image00032.pdf (p.32)
	image00033.pdf (p.33)
	image00034.pdf (p.34)
	image00035.pdf (p.35)
	image00036.pdf (p.36)
	image00037.pdf (p.37)
	image00038.pdf (p.38)
	image00039.pdf (p.39)
	image00040.pdf (p.40)
	image00041.pdf (p.41)
	image00042.pdf (p.42)
	image00043.pdf (p.43)
	image00044.pdf (p.44)
	image00045.pdf (p.45)
	image00046.pdf (p.46)
	image00047.pdf (p.47)
	image00048.pdf (p.48)
	image00049.pdf (p.49)
	image00050.pdf (p.50)
	image00051.pdf (p.51)
	image00052.pdf (p.52)
	image00053.pdf (p.53)
	image00054.pdf (p.54)
	image00055.pdf (p.55)
	image00056.pdf (p.56)
	image00057.pdf (p.57)
	image00058.pdf (p.58)
	image00059.pdf (p.59)
	image00060.pdf (p.60)
	image00061.pdf (p.61)
	image00062.pdf (p.62)
	image00063.pdf (p.63)
	image00064.pdf (p.64)
	image00065.pdf (p.65)
	image00066.pdf (p.66)
	image00067.pdf (p.67)
	image00068.pdf (p.68)
	image00069.pdf (p.69)

